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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax pada media 

sosial dalam hukum positif adalah seperti yang telah tertuang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2) yaitu dipidana 

penjara paling lama 6 tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000.00 ( satu miliar rupiah)  

2. Dalam pertimbangan hakim yang terjadi terhadap putusan Nomor 

256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr menurut penyusun belum sesuai dengan Undang-

undang dalampenjatuhan pidana penjara seharusnya ditambah 2 tahun 

sebagaimana yang telah di ajukan oleh jaksa penuntut umum tetapi 

disebabkan karena, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan 

hukuman berdasarkan latar belakang kronologi dan tujuan serta sebab dari 

tindak pidana dan juga seperti Undang-Undang yang pada pokoknya hanya 

memberikan ketentuan batas minimum sanksi saja serta dengan adanya 

pertimbangan majelis hakim dalam beberapa situasi dijalannya 

persidangan, juga kondisi mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi 

terdakwa. 
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B. Saran  

1. Penjatuhan hukuman pidana terhadap individu yang menyebarkan 

informasi palsu dibenarkan, karena berita bohong menimbulkan risiko yang 

signifikan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misinformasi tersebut 

berpotensi memicu konflik baik antar individu maupun kelompok. 

2. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan himbauan yang tegas terkait masalah 

UU ITE, untuk mencegah penyebaran berita yang tidak benar di media 

sosial oleh masyarakat tanpa verifikasi yang benar tentang keadaan dan 

fakta yang sebenarnya. 

3. Warga negara Indonesia diharapkan lebih jeli dalam memilih dan menilai 

berita yang disebarluaskan melalui platform media sosial, terutama dengan 

berhati-hati ketika berhadapan dengan headline yang provokatif. 
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